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PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Partai Islam Damai Aman (IDAMAN) yang diwakili oleh Rhoma
Irama sebagai Ketua Umum dan Ramdansyah sebagai
Sekretaris Jenderal

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar
1945 (UUD 1945).

Syarat verifikasi partai dalam Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3)
UU Pemilu bertentangan dengan hak-hak konstitusionalnya
untuk memajukan diri dalam memperjuangkan haknya untuk
ikut serta memajukan dan membangun masyarakat, bangsa,
dan negaranya yang diatur Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E, Pasal
27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28 ayat (1)
[sic!] dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

2. Menyatakan frasa “telah ditetapkan/’ dalam Pasal 173 ayat
(1) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Menyatakan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu bertentangan
dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat;

4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan
selebihnya;

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara
Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Kamis, 11 Januari 2018.

Pemohon adalah Partai Islam Damai Aman (Partai IDAMAN) yang merasa dirugikan
hak konstitusionalnya karena berlakunya Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) UU Pemilu
potensial menyebabkan Partai IDAMAN tidak lolos verifikasi faktual oleh KPU dan
berlakunya Pasal 222 UU Pemilu potensial menyebabkan Rhoma Irama sebagai Calon
Presiden yang akan diusulkan oleh Pemohon tidak lolos sebagai Calon Presiden Tahun

2019;



Terhadap kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah dalam pertimbangannya merujuk
pada AD/ART Partai IDAMAN bahwa Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal berhak bertindak
untuk dan atas nama partai. Walaupun Pemohon hanya menguraikan secara sumir perihal
kerugian hak konstitusionalnya menurut Mahkamah dalam posita permohonan Pemohon
mengaitkan keberlakuan pasal-pasal dalam UU Pemilu yang dimohonkan pengujian dengan
hak-hak konstitusional Pemohon yang menurut anggapannya potensial dirugikan. Sehingga
terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya inkonstitusionalitas norma UU Pemilu yang
dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah cukup menjelaskan
relevansi, korelasi, maupun koherensi diberlakukannya norma UU Pemilu yang dimohonkan
pengujian dengan potensi kerugian hak-hak konstitusional Pemohon dimaksud, sehingga
Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Pemohon
dalam Permohonan a quo;

Dalam pokok permohonan, Mahkamah membagi dua isu konsitusional yang akan
dijawab yaitu, persoalan verifikasi partai politik peserta pemilu; dan persoalan pemberlakuan
syarat ambang batas minimum perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik
untuk dapat mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;

Berkenaan dengan persoalan verifikasi partai politik hal ini terkait dengan
konstitusionalitas Pasal 173 ayat (3) juncto Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu, menurut
Mahkamah frasa “telah ditetapkan/” sesungguhnya merupakan tindakan administratif
menetapkan, sedangkan lulus verifikasi hanya baru sebatas hasil pengecekan terhadap
keterpenuhan sesuatu syarat yang ditentukan Undang-Undang, di mana hasil verifikasi itulah
kemudian yang akan berujung dengan adanya tindakan penetapan dan oleh karena itu
keduanya merupakan dua hal yang berbeda dan tidak dapat disetarakan sebagaimana
dalam rumusan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu.

Dengan menghubungkan keberadaan Pasal 173 ayat (1) dengan Pasal 179 ayat (1)
UU Pemilu, maka keberadaan frasa “telah ditetapkan/” telah menimbulkan ketidakpastian
dan dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya perlakuan berbeda antarpartai politik
peserta Pemilu, namun demikian harus terlebih dahulu dipertimbangkan norma Pasal 173
ayat (3) UU Pemilu. Terhadap norma Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu, menurut Mahkamah
norma a quo mengandung makna bahwa ada partai politik peserta Pemilu yang
dikategorikan telah lulus verifikasi dengan syarat yang telah ditentukan dan ada partai politik
calon peserta Pemilu yang belum lulus verifikasi. terkait pengaturan tentang pengelompokan
sekaligus perlakuan yang membedakan antarpartai politik calon peserta Pemilu sebelumnya
telah pula pernah diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012
tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerabh.

Bahwa terkait pembedaan perlakuan terhadap calon peserta Pemilu sebagaimana
diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU 8/2012, Mahkamah dalam putusan terdahulu, yaitu
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012, telah menyatakan norma Pasal 8
ayat (1) UU 8/2012 bertentangan dengan UUD 1945, yang pada pokoknya menyatakan
bahwa Norma UU Pemilu tidak boleh memuat norma yang pada pokoknya mengandung
perlakuan berbeda terhadap calon peserta Pemilu, sebab perlakuan berbeda bertentangan
dengan hak atas kesempatan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, dan Perlakuan
berbeda terhadap partai politik calon peserta Pemilu dapat dihindari dengan cara bahwa
dalam pelaksanaan Pemilu, setiap partai politik calon peserta Pemilu harus mengikuti
verifikasi. Untuk memastikan tidak ada perlakuan berbeda terhadap setiap calon peserta
Pemilu Mahkamah telah menentukan untuk dilakukan verifikasi terhadap seluruh partai
politik calon peserta Pemilu 2014.

Oleh karena itu, meskipun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-
X/2012 Mahkamah menyatakan verifikasi dilakukan terhadap seluruh partai politik calon
peserta Pemilu 2014, namun guna menghindari adanya perlakuan berbeda terhadap partai
politik calon peserta Pemilu 2019, pertimbangan dimaksud juga relevan dan harus



diberlakukan untuk setiap partai politik calon peserta Pemilu 2019. Bahkan, tidak hanya
untuk Pemilu 2019, melainkan juga untuk Pemilu anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu
periode-periode selanjutnya. Alasan mendasar lainnya mempertahankan verifikasi adalah
untuk menyederhanakan jumlah partai politik peserta Pemilu. Dalam batas penalaran yang
wajar, bilamana dalam setiap penyelenggaraan Pemilu tidak dilakukan verifikasi terhadap
semua partai politik calon peserta Pemilu, maka jumlah partai politik akan cenderung terus
bertambah. Hal ini tidak berarti Mahkamah menolak hak konstitusional warga negara untuk
mendirikan partai politik sebagai bagian dari hak berserikat dan berkumpul yang dijamin
dalam Konstitusi untuk menjadi peserta Pemilu sepanjang memenuhi semua persyaratan
dan telah dinyatakan lulus verifikasi.

Dengan demikian, seluruh norma dalam Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu bertentangan
dengan UUD 1945, bukan hanya frasa “tidak diverifikasi ulang” sebagaimana dimohonkan
oleh Pemohon. Sebab frasa “tidak diverifikasi ulang” tersebut adalah memang dimaksudkan
untuk memberikan pengecualian kepada partai politik peserta Pemilu 2014, sehingga
dengan hilangnya frasa tersebut, maka keseluruhan norma yang termuat dalam Pasal 173
ayat (3) UU Pemilu menjadi kehilangan relevansinya untuk dipertahankan. Selain itu,
bilamana hanya frasa “tidak diverifikasi ulang” saja yang dinyatakan bertentangan, maka
rumusan Pasal 173 ayat (3) akan menjadi sama dengan rumusan norma yang terdapat
dalam Pasal 179 ayat (1) UU Pemilu.

Berdasarkan uraian di atas, dalil Pemohon agar frasa “telah ditetapkan/” dalam Pasal
173 ayat (1) dan seluruh norma dalam Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu dinyatakan
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah
beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan pemberlakuan syarat ambang batas minimum perolehan suara
partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengajukan pasangan calon
Presiden dan Wakil Presiden yang berkaitan dengan Pasal 222 UU Pemilu Mahkamah
mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan presidential threshold
dalam Pasal 222 UU Pemilu adalah manipulasi dan tarik-menarik kepentingan politik
partai-partai pendukung pemerintah, partai-partai oposisi, dan pemerintah,
Mahkamah berpendapat pembentukan suatu undang-undang adalah keputusan
politik dari suatu proses politik lembaga negara yang oleh Konstitusi diberi
kewenangan membentuk undang-undang, dalam hal ini DPR bersama Presiden.
Oleh sebab itu Mahkamah tidak berwenang menilai praktik dan dinamika politik yang
terjadi selama berlangsungnya proses pembentukan suatu undang-undang selama
tata cara pembentukan undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan tata
cara atau prosedur yang ditentukan dalam UUD 1945, khususnya sebagaimana
diatur dalam Pasal 20 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945. Fakta
tentang adanya sejumlah fraksi yang walk out dimaksud tidaklah menyebabkan
substansi atau materi muatan suatu undang-undang menjadi inkonstitusional
melainkan hanya menunjukkan tingkat penerimaan materi muatan undang-undang
yang bersangkutan dalam pengertian bahwa persetujuan terhadap materi muatan
undang-undang tersebut tidak diperoleh secara aklamasi;

2. Terhadap dalil Pemohon bahwa ketentuan presidential threshold dalam Pasal 222
UU Pemilu telah digunakan dalam Pemilu 2014 sehingga tidak relevan dan
kedaluwarsa ketika diterapkan dalam Pemilu serentak 2019, Mahkamah berpendapat
undang-undang yang mengatur tentang Pemilu 2014 bukanlah Undang-Undang a
guo melainkan UU 8/2012 yang tidak atau belum memberlakukan ketentuan tentang
presidential threshold dalam proses pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil
Presiden. Lagi pula, bagaimana mungkin undang-undang yang lahir belakangan
dikatakan kedaluwarsa terhadap suatu keadaan atau peristiwva yang terjadi
sebelumnya yang tunduk pada undang-undang yang berbeda;



3. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan ketentuan presidential threshold dalam
Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan logika keserentakan Pemilu 2019,
Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Mahkamah Konstitusi dalam putusan
sebelumnya, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008,
bertanggal 18 Februari 2009, dalam pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun
2008 tentang Pemilihan Umum (UU 42/2008), telah menegaskan bahwa penentuan
ambang batas minimum perolehan suara partai politik (atau gabungan partai politik)
untuk dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah kebijakan
hukum pembentuk undang-undang. Dengan demikian, Mahkamah sesungguhnya
telah menyatakan pendiriannya berkenaan dengan presidential threshold atau
persyaratan perolehan suara minimal partai politik (atau gabungan partai politik)
untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Namun, pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan tersebut diberikan
ketika Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dipisahkan
pelaksanaannya dengan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD.
Sementara itu, dalam perkembangan selanjutnya, melalui Putusan Mahkamah
Konstitusi 14/PUU-XI/2013, Mahkamah telah menyatakan bahwa Pemilu untuk
memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu untuk memilih Presiden dan
Wakil Presiden dilaksanakan secara serentak. Maka timbul pertanyaan, apakah
dengan demikian pertimbangan Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI1/2008 masih relevan dijadikan sebagai
acuan pertimbangan untuk Permohonan a quo di mana UU Pemilu yang dipersoalkan
konstitusionalitasnya mengatur bahwa Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan
DPRD serta Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan
secara serentak? Terhadap pertanyaan ini, Mahkamah berpendapat bahwa
pertimbangan Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 adalah tetap relevan

4. Terhadap dalil Pemohon bahwa ketentuan presidential threshold dalam Pasal 222
UU Pemilu merusak sistem Presidensial dan mengeliminasi fungsi evaluasi
penyelenggaraan Pemilu, telah ditegaskan bahwa ketentuan yang termuat dalam
Pasal 222 UU Pemilu justru bersesuaian dengan gagasan penguatan sistem
Presidensial yang menjadi desain konstitusional UUD 1945. Sementara itu, jika yang
dimaksud dengan “mengeliminasi evaluasi penyelenggaraan Pemilu” adalah
anggapan Pemohon tentang adanya ketidakpuasan rakyat terhadap kinerja DPR dan
Presiden-Wakil Presiden yang terpilih dalam Pemilu 2014 dengan asumsi bahwa
rakyat akan dihadapkan pada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang
sama yang akan berkompetisi dalam Pemilu 2019 sebagaimana ditegaskan
Pemohon dalam Permohonannya, anggapan demikian terlalu prematur sebab belum
tentu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan berkompetisi dalam
Pemilu 2019 adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang sama
dengan mereka yang berkontestasi dalam Pemilu 2014. Anggapan demikian baru
akan terbukti secara post factum. Lagi pula, kalaupun anggapan demikian benar,
quod non, hal itu tidaklah serta-merta menjadikan norma yang terkandung dalam
Pasal 222 UU Pemilu menjadi tidak konstitusional;

5. Terhadap dalil Pemohon bahwa ketentuan presidential threshold dalam Pasal 222
UU Pemilu bersifat diskriminatif karena memangkas hak Pemohon sebagai partai
politik peserta Pemilu untuk mengusulkan ketuanya (in casu Rhoma Irama) sebagai
calon Presiden, Mahkamah berpendapat bahwa dalil diskriminasi tidak tepat
digunakan dalam hubungan ini karena tidak setiap perbedaan perlakuan serta-merta
berarti diskriminasi. Diskriminasi baru dikatakan ada manakala terhadap hal yang
sama diperlakukan secara berbeda dan pembedaan itu semata-mata didasari oleh
pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status
sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat



pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau
penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik
individual maupun kolektif, dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan
aspek kehidupan lainnya. Dalam kasus a quo, perbedaan perlakuan yang dialami
Pemohon bukanlah didasarkan pada alasan-alasan yang terkandung dalam
pengertian diskriminasi sebagaimana diuraikan di atas melainkan karena Pemohon
adalah partai politik baru yang baru akan berkontestasi dalam Pemilu 2019
sedangkan norma yang terkandung dalam Pasal 222 UU Pemilu adalah diberlakukan
terhadap partai-partai politik yang telah pernah mengikuti Pemilu dan telah
memperoleh dukungan suara tertentu. Bahkan, andaikatapun terhadap partai-partai
politik yang telah pernah mengikuti Pemilu itu diberlakukan ketentuan yang berbeda,
hal itu juga tidak serta-merta dapat dikatakan sebagai diskriminasi sepanjang
pembedaan itu tidak didasari semata-mata oleh alasan-alasan sebagaimana
termaktub dalam pengertian diskriminasi di atas;

6. Terhadap dalil Pemohon bahwa ketentuan presidential threshold dalam Pasal 222
UU Pemilu bertentangan dengan prinsip One Person, One Vote, One Value
(OPOVOV) dari Pemilu 2014 dengan alasan bahwa konversi suara pemilih menjadi
kursi dalam Pemilu 2014 telah digunakan untuk mencalonkan Presiden dan Wakil
Presiden Tahun 2014, Mahkamah berpendapat bahwa substansi dalil Pemohon a
quo sama dengan substansi dalil Pemohon sebelumnya sehingga pertimbangan
Mahkamah sebagaimana diuraikan pada angka 2 di atas juga berlaku terhadap dalil
Pemohon a quo.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Permohonan Pemohon
sepanjang berkenaan dengan Pasal 222 UU Pemilu adalah tidak beralasan menurut hukum.



